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This article analyzes the urgency of restorative fines in economic crimes in Indonesia
by examining the changes initiated by the new Penal Code and international practices.
Through a comparative approach, the study identifies the challenges and opportunities
for implementing restorative fines, including the determination of the fine amount,
transparency, and the potential for abuse. Additionally, the implications of restorative
fines on the effectiveness of law enforcement and the recovery of victim losses are
examined through court rulings and case studies. Thus, restorative fines have the
potential to become a more effective instrument in the enforcement of economic crime
laws in Indonesia, particularly in balancing legal process efficiency with restorative
justice for the parties involved, as well as optimizing the recovery of losses and state
revenue. However, its effectiveness depends on mitigating the risks of abuse of
authority and strengthening the transparency of the process. Therefore, a
comprehensive and structured regulatory framework is required to ensure legal
certainty and prevent deviations in its implementation.
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Artikel ini menganalisis urgensi denda damai dalam tindak pidana ekonomi di
Indonesia dengan menelaah perubahan yang diinisiasi oleh KUHP baru serta praktik
internasional. Melalui pendekatan komparatif, studi ini mengidentifikasi tantangan dan
peluang implementasi denda damai, termasuk penentuan besaran denda, transparansi,
dan potensi penyalahgunaan. Selain itu, implikasi denda damai terhadap efektivitas
penegakan hukum dan pemulihan kerugian korban dikaji dengan merujuk pada
putusan pengadilan dan studi kasus. Dengan demikian, denda damai berpotensi
menjadi instrumen yang lebih efektif dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi
di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan efisiensi proses hukum dengan
keadilan restoratif bagi para pihak terkait, serta mengoptimalkan pemulihan kerugian
dan pendapatan negara. Namun, efektivitasnya bergantung pada mitigasi risiko
penyalahgunaan kewenangan dan penguatan transparansi proses. Oleh karena itu,
diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan terstruktur yang menjamin
kepastian hukum dan mencegah penyimpangan dalam penerapannya.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi,
pencucian uang, dan penggelapan pajak, tidak
hanya merugikan keuangan negara tetapi juga
merusak kepercayaan publik terhadap sistem
ekonomi dan menghambat pertumbuhan
ekonomi. Pendekatan tradisional dalam penanga-
nan tindak pidana ekonomi yang cenderung
mengutamakan hukuman penjara seringkali
tidak efisien, memakan waktu, dan membebani
sistem peradilan pidana. Denda damai, sebagai
alternatif penyelesaian perkara di luar
pengadilan, menawarkan solusi yang lebih cepat,
efisien, dan dapat memberikan kepastian hukum
bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, denda
damai juga dapat memberikan manfaat ekonomi
bagi negara melalui penerimaan denda yang

dapat digunakan untuk mendanai program-
program pembangunan.

Konsep denda damai telah diakui dalam
berbagai sistem hukum di dunia dan digunakan
sebagai alat untuk menyelesaikan kasus-kasus
dengan cepat, menghindari proses pengadilan
yang panjang dan mahal. Penggunaan denda
damai dalam tindak pidana ekonomi oleh
Kejaksaan sejalan dengan peraturan perundang-
undangan dan pendekatan nonkonvensional,
serta konsisten dengan ketentuan penyelesaian
perkara pidana di luar pengadilan yang diatur
dalam beberapa undang-undang (Gatra.com,
2023). Schikking, sebagaimana diatur dalam
Pasal 29 RO, diterjemahkan sebagai denda damai
atau koreksi dan tidak berlaku jika tindak pidana
tersebut  dikategorikan sebagai  kejahatan
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(Hamzah, 2001). Adapun KUHP baru di Indonesia
memperkenalkan perubahan signifikan dalam
penerapan denda damai untuk tindak pidana
ekonomi, dengan menekankan peran Jaksa
Agung dalam menerapkan asas oportunitas
sesuai Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 dan
perubahannya, yang memperjelas prosedur dan
cakupan hukum terkait (Republik Indonesia,
2004). Perubahan ini bertujuan untuk memberi-
kan solusi yang lebih efisien dalam penanganan
kasus-kasus ekonomi non-krusial melalui
mekanisme denda damai, yaitu penyelesaian
perkara di luar pengadilan dengan pembayaran
denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat
penyelesaian tindak pidana masih tergolong
rendah dan tren menurun yaitu 71,85% (2021)
dan 38,12% (2022), menyoroti kebutuhan akan
mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien
(BPS, 2023a). Peningkatan tajam kasus penipuan,
penggelapan, dan korupsi hingga 46.538 pada
tahun 2022 (BPS, 2023b) menegaskan urgensi
penerapan mekanisme seperti denda damai
untuk menangani lonjakan beban perkara. Di
samping itu, berdasarkan data dari KPK
pemasukan PNBP dari 2020-2024 senilai
Rp2.490.470.167.594 menunjukkan signifikansi
penyelesaian kerugian negara melalui
mekanisme denda dan/atau uang pengganti
(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk
mengeksplorasi konsep denda damai, termasuk
dasar hukumnya, prosedur pelaksanaannya,
serta membandingkan  penerapannya  di
Indonesia dengan negara lain. Diharapkan,
artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kebijakan dan praktik penegakan
hukum yang lebih responsif terhadap dinamika
tindak pidana ekonomi.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini meng-
gunakan pendekatan yuridis normatif untuk
mengkaji penerapan denda damai dalam tindak
pidana ekonomi di Indonesia. Data dikumpulkan
melalui studi pustaka yang mencakup berbagai
sumber hukum seperti undang-undang, peratu-
ran, dan putusan pengadilan, serta literatur yang
relevan dengan topik penelitian. Analisis
dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan
membandingkan norma-norma hukum yang
berlaku dalam penerapan denda damai, baik di
Indonesia maupun di negara lain. Metode ini
dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang

komprehensif tentang dasar hukum dan
prosedur denda damai serta mengidentifikasi
potensi tantangan dan juga peluang dalam
implementasinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHP yang baru disahkan pada tahun 2023
membawa perubahan substansial dalam hukum
pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan
denda damai bagi tindak pidana ekonomi.
Perubahan ini tidak hanya memperluas jenis
tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui
denda damai, seperti penipuan, korupsi, dan
pelanggaran hak kekayaan intelektual, tetapi juga
meningkatkan nominal denda dan memperjelas
prosedur penerapannya (Manullang, Tompul,
Kusumadewi, Krisnalita, & Mutiarany, 2023;
Suyanto, Siburian, Nugroho, Manullang, &
Sipayung, 2023). Pendekatan ini memberikan
fleksibilitas bagi penegak hukum untuk memilih
mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan
proporsional, terutama dalam kasus yang tidak
terlalu berat, sehingga dapat menghindari proses
peradilan yang panjang dan membebani.

Penerapan sanksi dalam sistem hukum pidana
Indonesia kini mengutamakan pendekatan yang
lebih berimbang dengan mengutamakan sanksi
administratif sebagai langkah awal, sementara
kebijakan pidana diterapkan hanya setelah
langkah pencegahan dan alternatif lainnya
dipertimbangkan (Yumanto & Hutauruk, 2022).
Dalam konteks ini, prinsip individualisasi pidana,
yang berlandaskan pada teori neo-klasik,
menekankan pentingnya penyesuaian hukuman
dengan karakteristik pelaku, termasuk keadaan
yang meringankan (Muladi & Arief, 2010).
Penerapan denda damai dalam sistem hukum
pidana Indonesia, seiring dengan reformasi
terhadap hukuman mati dalam KUHP baruy,
mencerminkan upaya untuk mengurangi
ketergantungan pada hukuman ekstrem dengan
menawarkan alternatif yang lebih humanis,
efisien, dan berfokus pada pemulihan,
rekonsiliasi, serta penghormatan terhadap hak
asasi manusia, dengan melibatkan penyelesaian
perkara melalui pembayaran denda dan
perbaikan internal sebagai bagian dari proses
hukum yang lebih selektif dan responsif terhadap
perkembangan sosial (Republik Indonesia, 2023;
Sipayung, Manullang, & Siburian, 2023). Oleh
karena itu, denda damai menjadi alternatif yang
lebih adil bagi pelaku tindak pidana ekonomi,
mengingat tujuannya untuk menciptakan
pertanggungjawaban pidana yang lebih sesuai
dengan konteks dan sifat pelanggaran.
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Misalnya, dalam kasus penipuan investasi
skala kecil, pelaku dapat dikenakan denda damai
sebagai ganti dari proses pengadilan yang
panjang dan berlarut-larut. Penerapan denda
damai dalam tindak pidana ekonomi berfungsi
sebagai alternatif efisien untuk menyelesaikan
perkara secara cepat dan transparan,
menghindari proses peradilan yang birokratis
dan berlarut-larut, serta mendorong kepatuhan
dan manajemen risiko yang lebih baik pada
korporasi, serupa dengan kinerja auditor yang
berfokus pada efisiensi dan kualitas dalam
menyelesaikan tugasnya. Denda yang lebih tinggi
diharapkan mampu memberikan efek jera yang
signifikan, meskipun perlu diperhatikan
dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan
menengah dalam memenuhi kewajiban hukum
mereka.

Dalam kasus penipuan investasi skala Kkecil,
penerapan denda damai sebagai alternatif proses
peradilan yang panjang dan rumit memberikan
solusi yang efisien dan transparan (Mahkamah
Konstitusi, 2023). Denda damai dalam tindak
pidana ekonomi berfungsi untuk mempercepat
penyelesaian perkara, menghindari birokrasi
yang berlarut-larut, serta mendorong kepatuhan
dan pengelolaan risiko yang lebih baik pada
korporasi. Serupa dengan prinsip kerja auditor
yang menekankan efisiensi dan kualitas, denda
yang lebih tinggi bertujuan untuk memberikan
efek jera yang signifikan, meskipun harus
mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku
usaha kecil dan menengah dalam memenuhi
kewajiban hukum mereka (Agus Yulistiyono et al.,
2023; Amalia, Kraugusteeliana, Sipayung,
Rustiawan, & Bambang, 2023; Sipayung, 2022).

Adanya perbedaan pandangan tentang
keadilan restoratif, di mana sebagian men-
dukungnya sebagai pendekatan humanis yang
relevan dengan teori hukum pidana modern,
sementara lainnya menolak penerapannya pada
kasus korupsi karena dianggap bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun
penerapan denda damai dalam kasus korupsi
kecil menimbulkan perdebatan terkait keadilan
restoratif, dengan pandangan yang terbelah
antara efisiensi penyelesaian perkara dan risiko
dianggapnya sebagai pengampunan yang tidak
tepat. Meskipun restorative justice dianggap lebih
humanis dan sesuai dengan teori hukum pidana
modern, implementasinya dalam kasus korupsi
kecil masih memerlukan kajian hukum yang
mendalam serta pertimbangan penerimaan
masyarakat (Sipayung & Subandi, 2023).

KUHP baru juga meningkatkan besaran denda
yang dapat dikenakan, sebagai upaya untuk
memberikan efek jera yang lebih besar bagi
pelaku tindak pidana ekonomi. Peningkatan
besaran denda ini  diharapkan  dapat
mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dan
mendorong kepatuhan terhadap hukum. Hal
senada juga diungkapkan Surono bahwa
penerapan denda damai terhadap pelaku tindak
pidana ekonomi lebih efektif dalam memberikan
efek jera dan memaksimalkan pengembalian aset
negara dibandingkan dengan pidana penjara
(Ajnn.net, 2023). Hal tersebut juga mendapatkan
afirmasi dari Kementerian Keuangan bahwa
penyelesaian perkara tindak pidana cukai me-
lalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative
Justice) dengan denda damai telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jo. UU Nomor
39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan
menekankan perlunya pengawasan yang ketat
dalam proses tersebut (Subagyo, 2024).

KUHP baru juga memperkenalkan pengaturan
prosedur yang lebih rinci terkait pelaksanaan
denda damai. Hal ini mencakup tata cara
pengajuan, pemeriksaan, dan penetapan denda
damai. Misalnya, pelaku tindak pidana ekonomi
yang ingin mengajukan denda damai harus
mengajukan permohonan resmi dan menyer-
takan bukti-bukti yang relevan. Prosedur ini
dirancang untuk memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses penerapan denda
damai, serta untuk melindungi hak-hak semua
pihak yang terlibat. Lebih lanjut, pelimpahan
wewenang tindak pidana ekonomi harus secara
substansi melekat pada Jaksa Agung, dengan
penerima wewenang menyebutkan atas nama
Jaksa Agung, dan harus didukung oleh SOP yang
sesuai dengan UU untuk keabsahan prosedur
(Tjandra dalam Gatra.com, 2023).

Penerapan denda damai dalam tindak pidana
ekonomi, seiring dengan reformasi sistem hukum
Indonesia yang mengedepankan pendekatan
lebih humanis dan efisien, dapat menjadi alter-
natif penyelesaian yang mendukung pemulihan
serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan
masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya sinergi
antara lembaga penegak hukum, seperti Kortas
Tipikor, dalam menghitung kerugian keuangan
negara dan mengurangi ketergantungan pada
hukuman ekstrem (Sipayung, 2024). Denda
damai tidak hanya dapat mengurangi beban
perkara di pengadilan, tetapi juga mempercepat
kepastian hukum bagi pelaku dan korban, serta
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mendukung pemulihan kerugian dengan lebih
efisien. Selain itu, penerimaan dari denda damai
berpotensi berkontribusi pada pendapatan
negara yang dapat digunakan untuk mendanai
program pemerintah, menjadikan sistem hukum
lebih transparan dan berbasis keadilan restoratif.

Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa denda
damai, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf k UU Nomor 11/2021 tentang
Kejaksaan, dapat digunakan sebagai alternatif
penyelesaian untuk tindak pidana ekonomi yang
merugikan perekonomian negara, meskipun
tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang
masih tunduk pada ketentuan UU Tipikor (Sukma,
2024). Implementasi mekanisme ini masih
menunggu peraturan turunan dari Jaksa Agung.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi
Agtas menambahkan bahwa selain melalui
pengampunan Presiden, denda damai juga dapat
menjadi solusi alternatif bagi pelaku tindak
pidana, termasuk koruptor, berdasarkan
kewenangan yang diberikan oleh UU Kejaksaan
yang memungkinkan Jaksa Agung menghentikan
perkara di luar pengadilan dengan persetujuan
denda (Ramadhan, 2024). Namun, Presiden tetap
akan Dbersikap selektif dalam memberikan
keputusan dan memastikan pemulihan aset
negara, dengan implementasi yang masih
menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden
Prabowo.

Dalam konteks ini, denda damai sebagai
alternatif penyelesaian sengketa hukum tanpa
melibatkan proses peradilan telah terbukti
efektif di berbagai negara, memberikan pelajaran
penting untuk pengembangan sistem hukum
pidana di Indonesia. Praktik ini tidak hanya
menawarkan solusi yang lebih efisien, tetapi juga
berpotensi mengurangi beban pada sistem
peradilan. Negara-negara seperti Amerika
Serikat, Inggris, dan Jerman, dengan penerapan
denda damai yang sukses, dapat dijadikan acuan
bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan
serupa.

Di Amerika Serikat, denda damai diterapkan

melalui mekanisme "deferred prosecution
agreement” (DPA) dan "non-prosecution
agreement” (NPA), yang memungkinkan

perusahaan atau individu menghindari tuntutan
pidana dengan membayar denda, melakukan
perbaikan internal, dan bekerja sama dengan
otoritas hukum (Huzaini, 2020). Departemen
Kehakiman AS melaporkan bahwa lebih dari 80%
kasus yang menggunakan DPA berhasil diselesai-
kan tanpa proses pengadilan, menandakan
efektivitasnya dalam menyelesaikan kasus

pidana ekonomi yang melibatkan entitas besar
(Prameswari, Mangara, & Rudi, 2021). Namun,
kritik terhadap transparansi dan potensi
penyalahgunaan dalam penerapan DPA dan NPA
menjadi bahan pertimbangan penting bagi
Indonesia untuk memastikan mekanisme serupa
berjalan adil dan akuntabel.

Sementara itu, Inggris menerapkan denda
damai melalui "civil recovery order" (CRO), yang
memungkinkan penyitaan aset yang diperoleh
dari tindak pidana ekonomi tanpa perlu melewati
proses pidana. Efektivitas mekanisme ini
tercermin dari keberhasilan pemerintah Inggris
yang berhasil menyita lebih dari 200 juta
poundsterling pada tahun 2022 (Pursall & Ostick,
2024). Keuntungan utama dari CRO adalah
efisiensi dalam pemulihan kerugian dan
kemampuan untuk memberikan efek jera tanpa
melalui proses peradilan yang memakan waktu.
Ini menunjukkan bahwa denda damai dapat
menjadi instrumen yang efektif dalam penegakan
hukum ekonomi dengan dampak yang cepat dan
konkret.

Di Jerman, penerapan denda damai lebih fokus
pada pelanggaran administratif yang dikenal
dengan istilah "Ordnungswidrigkeit". Beberapa
tindak pidana ekonomi dapat diselesaikan
melalui mekanisme ini, yang menggantikan
proses peradilan formal dengan denda
administratif. Statistik di Jerman menunjukkan
bahwa lebih dari 60% pelanggaran administratif
diselesaikan dengan denda damai, yang
mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap
mekanisme ini (Metz, 2023). Keberhasilan ini
menunjukkan bahwa denda damai dapat
diterapkan secara luas, bahkan untuk kasus-
kasus yang tidak memerlukan proses pidana
lengkap, termasuk dalam konteks pelanggaran
ekonomi.

Indonesia memiliki peluang signifikan untuk
mengadopsi mekanisme denda damai dalam
sistem hukumnya, terinspirasi dari pengalaman
internasional yang terbukti efektif, terutama
dalam penanganan tindak pidana ekonomi.
Dengan mempertimbangkan karakteristik sistem
hukum Indonesia, penerapan denda damai
diharapkan dapat mempercepat penyelesaian
perkara, mengurangi beban pengadilan, dan
meningkatkan transparansi serta akuntabilitas
proses hukum. Pengembangan kebijakan ini
membutuhkan kajian mendalam untuk menye-
suaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang
ada, termasuk memperhatikan aspek kepastian
hukum serta perlunya pengawasan yang ketat.
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Dalam konteks tindak pidana ekonomi,
khususnya yang melibatkan korporasi, denda
damai menawarkan alternatif yang lebih efisien
dibandingkan proses pidana yang panjang dan
berbiaya tinggi. Kebijakan ini tidak hanya
mengurangi ketidakpastian hukum dan dampak
negatif terhadap reputasi perusahaan, tetapi juga
mendorong kepatuhan serta integrasi manaje-
men risiko yang lebih baik (Judijanto, Hairuddin,
Subhan, & Sipayung, 2024). Oleh karena itu,
untuk mengoptimalkan manfaat denda damai,
Indonesia perlu mengadopsi pelajaran dari
negara lain, dengan fokus pada penguatan
pengawasan, akuntabilitas, serta edukasi kepada
masyarakat dan pelaku usaha.

Penetapan aturan yang jelas dan transparan
terkait penerapan denda damai, termasuk
kriteria kasus yang memenuhi syarat dan besa-
ran denda, merupakan langkah penting dalam
memastikan kepastian hukum. Pendekatan
restorative justice ini dapat diterapkan pada
tindak pidana ekonomi sebagai alternatif yang
lebih efisien dan humanis dibandingkan
penahanan atau hukuman berat. Penting untuk
mempertimbangkan praktik penerapan denda
damai di Indonesia dengan membandingkannya
dengan negara lain, serta memahami tantangan
yang dihadapi, seperti potensi penyalahgunaan
dan perlunya transparansi dalam penerapannya.

Penting untuk memastikan adanya meka-
nisme pengawasan yang efektif, independen, dan
transparan guna mencegah penyalahgunaan
denda damai oleh pihak-pihak terkait serta
menjaga akuntabilitas dalam penerapannya.
Evaluasi berkala terhadap efektivitas denda
damai juga diperlukan untuk memastikan tujuan
penegakan hukum dan pemulihan kerugian
negara tercapai. Selain itu, perhitungan kerugian
ekonomi dan keuntungan ilegal harus dilakukan
dengan pendekatan inklusif, melibatkan ahli dari
berbagai bidang, dan didasarkan pada kebijakan
berbasis bukti untuk meminimalisir kesalahan
dalam proses penuntutan (Pradipto dalam
Gatra.com, 2023).

Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi tentang
denda damai dalam tindak pidana ekonomi harus
dilakukan melalui pendekatan terpadu yang
melibatkan kolaborasi antara institusi hukum
dan akademisi, penyelenggaraan pelatihan dan
seminar, serta pemanfaatan media digital untuk
penyebaran informasi yang luas. Selain itu,
pembentukan klinik hukum di universitas dapat
berfungsi sebagai pusat konsultasi bagi
masyarakat, sementara penyusunan Kkebijakan
yang jelas dan pedoman terstruktur akan

memperkuat penerapan denda damai. Dengan
strategi ini, Indonesia dapat meningkatkan
penerimaan dan pemahaman masyarakat serta
penegak hukum, sehingga optimalisasi denda
damai dalam sistem hukum pidana dapat
tercapai dan penegakan hukum terhadap tindak
pidana ekonomi semakin kuat.

Denda damai muncul sebagai alternatif yang
lebih efisien dalam penegakan tindak pidana
ekonomi, terutama di tengah tantangan yang
dihadapi oleh pendekatan restorative justice.
Restorative justice sering kali tidak memadai
untuk kasus-kasus serius dan memakan waktu
lama karena melibatkan berbagai pihak,
termasuk korban dan pelaku, yang dapat
memperlambat proses peradilan. Selain itu,
ketidakpuasan korban atas hasil yang dicapai dan
ketidaktanggungjawaban pelaku menjadi
hambatan tersendiri dalam penerapan metode
ini. Di Indonesia, meskipun penerapan
restorative justice masih memerlukan pengem-
bangan lebih lanjut, denda damai menawarkan
solusi yang lebih cepat dan langsung dalam
menegakkan hukum, meskipun keadilan yang
diberikan harus dipastikan setara bagi semua
pihak.

Penerapan denda damai dalam tindak pidana
ekonomi juga memberikan sejumlah manfaat
signifikan, termasuk efisiensi proses hukum dan
kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.
Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan
penerimaan negara melalui pembayaran denda
dan sekaligus memastikan perlindungan hak
korban secara lebih efektif. Dengan demikian,
denda damai dapat menjadi alat penegakan
hukum yang menawarkan keseimbangan antara
kecepatan penyelesaian dan keadilan yang
diperoleh, asalkan diimplementasikan dengan
pertimbangan yang matang.

Mekanisme denda damai menawarkan solusi
efisien dalam penyelesaian perkara pidana, yang
tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi
pelaku dan pihak terkait, tetapi juga mendukung
stabilitas ekonomi serta memperkuat
kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Dengan proses yang lebih cepat, denda damai
berpotensi mengurangi beban pengadilan dan
mempercepat pemulihan kerugian bagi korban.
Hal ini dapat memperbaiki proses hukum yang
sering kali berlarut-larut, sekaligus menghemat
waktu dan biaya.

Selain itu, denda damai dapat menjadi sumber
pendapatan yang signifikan bagi negara,
terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian
finansial besar. Pendapatan yang diperoleh dapat
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digunakan untuk mendanai berbagai program
pemerintah, seperti pemulihan ekonomi,
penguatan penegakan hukum, dan pembangunan
sosial lainnya. Oleh karena itu, penerapan denda
damai bukan hanya menguntungkan dalam hal
efisiensi hukum, tetapi juga memberikan
kontribusi pada pembangunan negara.

Namun, penting untuk memastikan bahwa
mekanisme ini tetap menjaga hak-hak korban.
Kompensasi yang adil bagi korban harus menjadi
prioritas, dan denda damai tidak boleh
dimanfaatkan sebagai celah bagi pelaku untuk
menghindari tanggung jawab pidana. Oleh
karena itu, prinsip keadilan harus tetap
ditegakkan dalam setiap penerapan denda damai
agar hak-hak korban terjamin dan pelaku tetap
menerima konsekuensi dari perbuatannya.

Penerapan denda damai di Indonesia,
meskipun menawarkan sejumlah manfaat, meng-
hadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan
ini juga mencakup potensi penyalahgunaan,
keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta
hambatan budaya hukum yang belum
sepenuhnya mendukung pendekatan ini. Untuk
memastikan efektivitas denda damai, diperlukan
pembenahan dalam sistem peradilan, penguatan
kapasitas penegak hukum, serta pengawasan
yang ketat dan juga transparan terhadap
pelaksanaannya.

Selain itu, perubahan budaya hukum di
masyarakat juga menjadi tantangan yang tak
kalah penting. Masih ada kecenderungan di
masyarakat yang menganggap penyelesaian
hukum harus melalui jalur pengadilan formal.
Oleh  karena itu, untuk meningkatkan
penerimaan terhadap denda damai, diperlukan
upaya edukasi yang intensif kepada masyarakat
dan aparat penegak hukum. Pengembangan
kapasitas ini akan meningkatkan pemahaman
dan efektivitas penerapan denda damai sebagai
alternatif penyelesaian perkara yang sah dan
konstruktif.

Dengan mengatasi berbagai tantangan
tersebut, denda damai berpotensi menjadi
instrumen yang lebih efektif dalam penegakan
hukum di Indonesia, terutama dalam menangani
tindak pidana ekonomi, yang lebih meng-
utamakan penyelesaian cepat dan adil. Dengan
demikian, penerapan denda damai dapat menjadi
langkah maju dalam meningkatkan kualitas
penegakan hukum di tanah air.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa denda damai merupakan instrumen
progresif dalam penegakan hukum tindak
pidana ekonomi. Mekanisme ini menawarkan
penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien,
dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh
pihak. KUHP baru di Indonesia telah
mengadopsi denda damai dengan sejumlah
perubahan signifikan, merefleksikan perkem-
bangan pemikiran hukum pidana modern
yang berorientasi pada keadilan restoratif,
efisiensi, dan pemulihan.

B. Saran
Denda damai, sebagai alternatif
pemidanaan, tidak hanya memperkaya

wacana hukum pidana dengan pendekatan
yang lebih humanis dan responsif terhadap
perkembangan sosial, tetapi juga menawarkan
landasan  bagi  pengembangan  model
penegakan hukum yang lebih adil dan
seimbang. Dalam aspek manajerial, penerapan
denda damai dapat mengoptimalkan
pengelolaan perkara tindak pidana ekonomi,
meningkatkan penerimaan negara, serta
mendorong kepatuhan dan tata kelola yang
lebih baik di sektor bisnis.

Keberagaman praktik denda damai, baik di
Indonesia maupun internasional, memberikan
kontribusi penting terhadap kebijakan hukum
yang lebih efektif dan adil. Oleh karena itu,
penelitian ini menghasilkan rekomendasi
kebijakan yang aplikatif untuk memperbaiki
penerapan denda damai di Indonesia.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat
merumuskan regulasi yang komprehensif dan
terstruktur, dengan  penekanan pada
transparansi prosedur, peningkatan kapasitas
aparat penegak hukum, dan penguatan
mekanisme pengawasan yang independen
guna mencegah penyalahgunaan serta
memastikan keadilan dalam implementasinya.
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